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BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2015

ca.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksa-
naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapakali  diubah, terakhir dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Re[ublik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor S5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelakanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah  beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007
tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksa-
naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11
Tahun 2006 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14
Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 14);
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Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15
Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15
Tahun 2008 tentang Dinas DaerahKabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16
Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17
Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18
Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun
2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2006 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15
Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2015



tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015
Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
BUPATI TASIKMALAYA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN
2015.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun
Anggaran 2015 berupa Laporan Keuangan memuat:

£.

™o po TP

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat

a.
b.

(1) huruf a sebagai berikut:

Pendapatan Rp. 2.749.892.273.083,00

Belanja Rp. 2.736.269.299.639,00

Surplus/ Defisit Rp. (13.622.973.444,00)
Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 310.843.304.899,00

- Pengeluaran Rp. 5.500.000.000,00

Rp.  305.343.304.899,00
Silpa Rp.  318.966.278.343,00




Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :

()

(b)

(©)

(d)

(e)

()

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. (738.565.978,00)
dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp. 2.750.630.839.061,00
2. Realisasi Rp. 2.749.892.273.083,00

Selisih lebih /(kurang) Rp. (738.565.978,00)
Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp. (319.704.844.321,00)
dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran belanja setelah

perubahan Rp. 3.055.974.143.960,00
2. Realisasi Rp. 2.736.269.299.639,00

Selisih lebih /(kurang) Rp. (319.704.844.321,00)
Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar
Rp. 318.966.278.343,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Defisit Setelah Perubahan Rp. (305.343.304.899,00)
2. Realisasi Rp. (13.622.973.444,00)

Selisih lebih/(kurang) Rp. 318.966.278.343,00
Selisih lebih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Penerimaan Pembia-

yaan Setelah Perubahan Rp. 310.843.304.899,00
2. Realisasi Rp. 310.843.304.899,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 0,00
dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pengeluran Pembia-

yaan Setelah Perubahan Rp. 5.500.000.000,00
2. Realisasi Rp. 5.500.000.000,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
Selisih anggaran dengan realisai Pembiayaan Netto sebesar Rp. 0,00 dengan
rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan Rp. 305.343.304.899,00
2. Realisasi Rp. 305.343.304.899,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b Per 31 Desember 2015 sebagai berikut:



295.843.304.899,00

295.843.304.899,00

0,00

318.966.278.343,00
0,00

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.
b. Penggunaan SAL sebagai Peneri-
maan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp.
Sub Total Rp.
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp.
. Lain-lain Rp.
e. Saldo Anggaran Lebih Rp.
Pasal 5

318.966.278.343,00

10

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun

2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp.
b. Jumlah Kewajiban Rp.
c. Jumlah Ekuitas Rp.

Pasal 6

3.970.224.481.595,01
18.514.627.983,98
3.951.709.853.611,03

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31

Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

2.992.278.408.855,02
2.628.946.922.075,76 ()

a. Pendapatan Rp.

b. Beban Rp.

c. Surplus/Defisit Rp.
Pasal 7

363.331.486.779,26

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2015 Rp.
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp.

Operasi

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp.

Investasi

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp.

Pendanaan

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp.

Transitoris

f. Saldo Akhir Kas di BUD dan Rp.

Bendahara Pengeluaran
Terdiri dari :

1. Kas di Kasda Rp.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran  Rp.
Dikurangi

3. Jasa Giro Rp.

Bendahara Pengeluaran

2. Koreksi Saldo Awal Kas Tahun Rp.

Sebelumnya

. Saldo Akhir Kas di BUD dan Rp.

289.254.738.818,00
469.560.660.319,00

(458.969.385.796,00)
9.500.000.000,00
0,00
309.346.013.341,00
309.214.411.639,00
131.607.996,00

(6.294,00)

309.346.013.341,00

(72.065.000,00)
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3. Saldo Akhir Kas di BLUD Rp. 1.092.678.657,00
4. Saldo Akhir Kas di FKTP Rp. 8.599.651.345,00
5. Saldo Akhir Kas Lainnya Rp. 11.219.577.466,00
Jumlah Saldo Akhir Kas Per 31 Rp. 330.185.855.809,00

Desember 2015

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31
Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 4.282.437.566.663,76

b. Surplus/Defisit-LO Rp. 363.331.486.779,26

c. Koreksi-koreksi Rp. (694.059.199.831,99)

d. Equitas Akhis Rp. 3.951.709.853.611,03
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g
Tahun Anggaran 2015, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan,;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan;

Lampiran 1.6 : Daftar Piutang Daerah;

Lampiran 1.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

Lampiran 1.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lainnya;

Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran [.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
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b. Lampiran II : Neraca;

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;

d. Lampiran IV : Laporan Operasional;

e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran;

f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;

g. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran IV : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 sebagai
rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 22 Agustus 2016

BUPATI TASIKMALAYA,
ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 22 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001
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